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1.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
. Tidak : :
| Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba B Be
< ta T Te
\ es (dengan titik di
i Sa S
atas)
c jim J Je
ha (dengan titk di
4 1B bawah)
¢ kha Kh Ka dan ha
2 dal D De
3 sl 7 zet (dengan titik di
atas)
0 ra R Er
B) zai Z Zet
o sin S Es
o syin Sy Es dan ye
es (dengan titik di
o i ' bawah)
. de (dengan titik di
1! dad d bawah)
te (dengan titik di
L
& : bawah)
v zet (dengan titik di
5
4 i bawah)
¢ ‘ain ‘ Apostrop terbalik
¢ gain & Ge
- fa F Ef
S gaf Q Qi
d kaf K Ka
J lam L El
2 mim M Em
d nun N En
3 wau W We
J ha H Ha
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3.

hamzah

Apostop

ya

Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(=)
Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.VVokal tungggal
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
4 Fathah A A
ol Kasrah | I
L Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Nama
Latin
[ 1s Fathah dan ai adan i
ya
Ll Fathah dan au adanu
wau
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
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Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
- Fathah - a dan garis di
= dan alif A atas
atau ya
Kasrah : S
i dan garis di
¢ danya I atas
- Dammah - u dan garis di
- dan wau U atas
Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah
(t). Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu transliterasinya dengan (h).

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( © ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf  ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (- ,) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah
Maupun huruf gamariah.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan
dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak
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10.

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa
alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah Kkata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari
al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.

Lafz al-Jalalah (4 V)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada
lafz aljalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).
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ABSTRAK

Isbat nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan
terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam
layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan. Isbat nikah
terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.
Sekalipun dasar hukum pelaksanaan Isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh Perma,
namun fungsinya tetap sama yaitu fungsi pengaturan atau regelende functie bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan. Latar belakang lahirnya Perma Nomor 1 Tahun
2015 karena tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat disebabkan lemahnya akses
masyarakat tidak mampu ke pengadilan. Tujuan diberlakukan isbat nikah terpadu adalah
untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu
masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran
yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya riangan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini masih terdapat masyarakat yang tidak
mencatatkan pernikahannya dikarenakan alasan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut
sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak
memiliki akta nikah bisa diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama (PA). masih
terdapatnya beberapa pasangan yang menikah tidak mencatatkannya di Kantor Urusan
Agama. Dalam penelitian ini penulis akan membahas (Problematika itsbat nikah terpadu
menurut hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka) Apakah
yang melatarbelakangi hakim dalam memutus itsbat nikah terpadu di Pengadilan
Agama Majalengka? Bagaimana itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama telah sesuai
dengan hukum Islam dan hukum positif? Apakah implikasi itsbat nikah terpadu di
Pengadilan Agama pada Perkawinan?

Penelitian ini merupakan kualitatif naturalistic inquiry, yaitu peneliti terjun
langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis, yaitu melihat atau memandang
sesuatu dari aspek atau segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan
undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Interview
dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara
mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama
Majalengka. Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-
dokumen signifikan yang berkaitan dengan Itsbat Nikah, seperti buku register perkara
Itsbat Nikah/putusan pengadilan, laporan tahunan, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara isbat nikah terpadu yang
dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta
dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sedangkan
perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena di
khawatirkan pernikahan sirri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap
perkawinan setelah UUP dikabulkan. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap isbat
nikah setelah berlakunya UUP yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum
Islam yakni isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan berkenaan dengan adanya
perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, keperluan anak untuk mendapatkan
akta lahir, keperluan untuk ke Taspen, Kkeperluan untuk mengurus paspor
pemberangkatan ibadah haji.

Kata kunci: isbat nikah terpadu; pengadilan agama; kompilasi hukum islam; identitas

hukum.
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ABSTRACT

Integrated marriage isbat is a series of activities that are carried out together
and coordinated at a certain time and place between the Religious Courts/Syar'iyyah
Courts, the Regency/City Population and Civil Registration Offices, KUA in mobile
services to provide marriage ratification services. The integrated marriage isbat is
carried out based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 2015. Even though the
legal basis for the implementation of the integrated marriage isbat is under the
umbrella of the Supreme Court, its function remains the same, namely the regulatory
function or regelende function for the smooth administration of justice. The background
of the birth of Perma Number 1 of 2015 is because the high number of marriages that
are not recorded is due to the weak access of the poor to the courts. The purpose of
implementing an integrated marriage isbat is to increase access to legal services and
assist the community in obtaining rights to marriage certificates, marriage books and
birth certificates which are carried out simply, quickly and at low cost.

The problem faced today still there are people who are not registering
marriages due to certain reasons. To overcome this, as in article 7, paragraph (2)
Compilation of Islamic Law, a marriage that did not have a marriage certificate can be
submitted isbat marriage in the Religious Court. still severalcouples who not register
marriage its in the Office of Religious Affairs. In this study the authors will observation
(the problem of integrated marriage itsbat according to Islamic law and positive law in
the Majalengka Religious Court) What is the background of the judge in deciding the
integrated marriage itsbat at the Majalengka Religious Court? How is the integrated
marriage itsbat in the Religious Courts in accordance with Islamic law and positive
law? What are the implications of integrated marriage itsbat in the Religious Courts on
Marriage?

This research is a qualitative naturalistic inquiry, in which researchers go
directly to the field to obtain complete data. The approach used is the syar'i approach
and the juridical approach, namely seeing or viewing something from its legal aspects
or aspects, both Islamic law and law based on law. While the data collection techniques
used are Interview and Documentation. This interview was conducted to obtain
information by interviewing informants, interviews were conducted with the judges of
the Majalengka Religious Court. Then Documentation is the collection of data from
significant documents related to Its bat Nikah, such as the register of cases of Is bat
Nikah/court decisions, annual reports, and so on.

The research results indicate that the case ofisbat marriage granted by the judge
is marriage which qualified andprinciple marriage so implemented before enactment of
the Marriage Act (UUP). While marriage implemented after enactment of the Marriage
Act (UUP) could not be granted because apprehensive in Sirri marriage will grow
massively if isbat marriage to marriage after UUP granted. However, there are
exceptions to isbat marriage afterenactment of the UUP which is based on article 7,
paragraph (3) (a) Compilation of Islamic law that is isbat marriage can be submitted
in the Court in respect with existing marriage in the context of the completion of
a marriage, the need of children to obtain birth certificates, the need for to TASPEN,
the need for take care of a passport departure pilgrimage..

Keywords: integrated marriage isbat; religious court; compilation of Islamic law; legal
identity.
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